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Aspek Pendanaan dalam PP 17/2017 5

... Infegrasi sumber-sumber pendanaan ... e

Alokasi Pada Prioritas

Pasal 1 Holistik
Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Infegraﬁf
Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan . .
jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan. 7~ ‘ matik
. - Mo Spasial

Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan
Pasal 4 ayat |

Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan,

baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang

dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional. lPKerdongko
enaanaan

Hal baru di RKP 2019

Integrasi pendanaan yang bersumber dari : l

« Subsidi/Hibah (kebijakan) l APBN |:l PINA

« BUMN (proyek prioritas)
« KPBU (proyek prioritas) oL Subsidi, | | Tramsere
* PINA (proyek prioritas) '

Hibah dana desa
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Pembiayaan dan Pendanaan
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Proyek

PENDANAAN - Sumber dana yang Infrastruktur

digunakan untuk mengembalikan biaya yang
telah dikeluarkan untuk membiayai infrastruktur

PEMBIAYAAN - Biaya yang digunakan
untuk membiayai infrastruktur

. -, ~
Saaacga untuk Sumber [ ] Sumber Institusi yang memberikan
melsEglalkan pendanaan: I 1 Pembiayaan: pembiayaan:
pembiayaan infrastruktur : :

I I
Pemerintah 1 1 Pemerintah
I |

Pusat ' i Pusat < Bank
~— Pajak! : :
Pemerintah E ' ] :

Daerah I I Pemerintah : Pasar

: : Daerah Modal
Masyarakat : :
I a

: : BUMN E Investor

I 1 Asing
————— Tarift : :
N
l\_ _______ -7/

1 Dapat dikombinasikan antara pajak dan tarif — Swasta <———— MDBs




Posisi KPBU pada Pelayanan Publik >
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Bangunan

¢ Penugasan kepada BUMN/BUMD (PSO)] L Infrastruktur

Government of

Spesifikasi

¢ Pemerintah Pusat/Daerah kepada Indor'1e5|a

UPT/BLU/BLUD (Presiden)
e Perizinan kepada BUMN/ BUMD/ SDM/SDA

Swasta Sekolah Pendidikan

Kurikulum
KPB Kementerian Pihak Berwenang :
. . . Perizinan
U. Teknis “

*  Pengesahan

Perjanjian Perdata
g Penetapan

\

»

Penyelenggara
Pelayanan
Publik

1
Regulasi i

Pelayanan ===
Publik ~ F===== =

| P S ————



Pengertian KPBU

gresseeeenaae .’ KONVENSIONAL

KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT

©0000060
0000060

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

A
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Bukan privatisasi tetapi
pengelolaan aset
melalui konsesi

Dapat berupa
kegiatan yang:
memiliki arus
pendapatan (palapa
ring), fidak memiliki
pendapatan (jalintim)

KEWAIJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT

6000000
0000000
0000060

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

@-%-

PELAYANAN

MASYARAKAT

PEMBENTUKAN
ASET PELAYANAN PERUBAHAN
b o MASYARAKAT PARADIGMA
( emerinia ) DISERAHKAN SETELAH
H KERJASAMA SELESAI
R T T o
POKOK PEMAHAMAN KPBU Manfaat KPBU
I@\ 'l.llﬁim s + Onschedule, on budget, on service
= +  Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi
KERJASAMA KEPENTINGAN UMUM | SPESIFIKASI YG TELAH SUMBER DAYA PEMBAGIAN RISIKO dOn pemelihOrOOn
PEMERINTAH & BADAN DITETAPKAN PIPK SEBAGIAN ATAU . . .
USAHA SELURUHNYA DARI +  Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.
BADAN USAHA + Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang

lebih banyak
[ 1 [ 5 |




Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur >

Aspek Pengaturan

PERPRES 38/2015
Pemerintah Badan Usaha
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1. Menteri 1. BUMN/BUMD
Subyek Kerjasama 2. Kepala Lembaga 2. Badan Usaha Asing I— TEPEQ/'NE(;‘EZTD"& ﬁ’&&le
3. Kepala Daerah 3. Perseroan Terbatas
4. BUMN/BUMD 4. Koperasi PERATURAN LKPP NO 19 TAHUN 2015 DAN
- - — 29 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial BADAN USAHA

Obyek Kerjasama

(19 Jenis Infrastruktur)

. . ———— PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN
I 1. Pembiayaan Sebagian KPBU
Kontribusi

. 2. Dukungan pemerintah
Pemerintah . .
3. Jaminan pemerintah PMK NO. 260/2016
1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif

Pengembalian (User Charge). : . e PERMENDAGRI No. 96/2016
. : 2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability
investasi Badan
Usaha Payment).
3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan PERCLAAINERY PEAIE RN
» Peraturan Presiden No. 78/2010

dengan Perundang-undangan. - PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016

Tahapan 2. Tahap Penyiapan 5. Masa Konsesi

3. Tahap Transaksi NERIASTANI DS

PP No. 28/2018
B r 1 s




Private Sector Contribution: 3
19 Sector PPP Projects Supporting SDGs SR

DECENT WORK AND 1 PARTNERSHIPS

ECONOMIC GROWTH FOR THE GOALS

QUALITY
EDUCATION

L

Public
Housing

Electricity Road

i 1 Educational FacilitiesI

Urban Facilities

Sports Facilities, Art

Oil, Gas and
and Culture

Renewable Energy

I Trash Centralized Waste Water Resources
Drinking Water Management Management

Information and 1
ICommunication Technolog

Local Waste
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A
Struktur Umum KPBU -
Bappenas
Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan
Pasal 26 Perpres 38/2015 e | DT Pl IS \
* PJPK menganggarkan dana
perencanaan , penyiapan, Pengaturan mengenai
transaksi dan manajemen KPBU Pemanfaatan BMN untuk
infrastruktur

Dukungan Pemerintah
(Kementerian Keuangan)

‘Kementerian
Keuangan

Project Development Fund

1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan
dana dan ekspertis infrastruktur dalam

penyiapan dan transaksi proyek KPBU Kontrak EI;X ga guna
2.Memastikan proses lelang dilakukan KPBU
berdasarkan azas adil, kompetitif, dan <> Proyek <----
transparan KPBU Pengguna Pembavaran
Badan
Dukungan Kelayakan (VGF) S Usaha
Untuk meningkatkan kelayakan finansial PR Pelaksana Layanan
proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal Dukungan Infrastruktur Pembayaran berkala kepada Badan

untuk sebagian dana konstruksi | AP Usaha oleh Pemerintah (PJPK)
“melalui anggaran BUN” Ekuitas Debt berdasarkan ketersediaan layanan

. . . infrastruktur yang diberikan
Penjaminan Pemerintah

Infrastructure Financing Fund

e et

Sponsor | Pemberi
Equitas Dana




Solicited PPP Project Pipeline -
1 under operation project, 12 under construction projects, and 39 on progress projects Kementeran PO/

PLANNING PREPARATION TRANSACTION

Preliminary Outline Business Case Final Business Case Tender Request for Bid Award TTF Adreement Lo ncial Close
study (0BC) (FBC) Preparation pmgsm S/gmng
® ® ® ® Q Q CONSTRUCTION OPERATION
| | : 1 1

o o

OOO

o

1. Road and Bridge in 1. Trans Papua Road® 1. Riau Non-Toll Road® 1. South Sumatera 1. Makassar - 1. Manado - Bltung Toll L Wes‘c.PaIapa
Central and Western 2. Yogya - Bawen Toll Road® 2. Medan Municipal Non-Toll Road ® Parepare Rogd. . Ring
Sumatera Road Corridor || 3. Proving Ground BPLISKPB® Transport (LRT) @ 2. Semarang — Demak Railway 2. Balikpapan - Samarinda

2. Bridges in Trans Java 4. Surakarta Street Lighting® || 3. Patimban Port@® Toll Road @@ Toll Road®
Main Corridor 5. National Integrated 4. Baubau Port® 3. Labuan Bajo Airport® 3. Pandaan - Malang Toll

3. West Papua Crossing Welfare System® 5. Hang Nadim Airport@ 4. sidoarjo General 1. Jakarta - Road®
Port 6. Relocation of Salemba 6. Pekanbaru Regional Hospital ® Cikampek 4.  Batang - Semarang Toll

4. Anggrek Port correctional facility to Water Supply @ 5. Gorontalo Hospital® South Toll®Road Road® .

5. Kapet Kulon Progo Ciangir@ 7. Legok Nangka Regional \4 2. Probowangi 5. :«Z;;:jo.ng - Balaraja Toll
Water Supply 7. Ciputat Market® Waste Treatment @@ : i f Toll R®@ad X

6. Piyungan Sanitary 8. Bintuni Industrial Zone®® 8. University of Sam 1. MuttifuncACH =t~ 3. Nambo 6. Cisumdawu _TOII Road®
Landfill 9. Motor Vehicle Weighing Ratulangi Teaching Regional Waste 7. Serang-Panlmbang Toll

7. Jogja Agro Techno Park Implementation Unit Hospital ® Management Road

8. Tanjung Adikarto (UPPKB) 9. Pirngadi Hospital ® 4. West Semarang 8. Umbulan Water Suppl®
Fishery Zone 10.Institut Teknologi 10.Indonesia National Water Supply®@® 9. Bandar Lampung Water

Bandung’s Cirebon Cancer Center Dharmais 10 z:?t)rlzrjava Power Plan®
Campus Development Hospital ® : 1

11. Central Palapa Ring®

12. East Palapa Ring®

® ncluded in PPP Book 2018
@ National Strategic Project (PSN)

Data per 14/12/2018

TOTAL: USD 87.6M

TOTAL: USD 3,375 M + 11 Projects Under Calculation 829 M
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KANTOR BERSAMA KPBU
REPUBLIK INDONESIA

PPP Office Government of Indonesia

e/ o
&+ Koordinasi
Percepatan Kantor Bersama KPBU Republik
it A Pelaksanaan ndonesia
Fasilitasi _ PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
& & KPBU di (Persero)
. Capital Place, 7th & 8th Floor
® [F] Indonesia JI. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,
ﬂ" = Cap acity Jakarta 12710 - Indonesia

Building




Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian

Perencanaan Survey and

Awal untuk Demand untuk Kelayakan
Komposisi » Willingness to Penetapan

- Financing VY Tarif
* Funding * Ability to Pay




SUMBER PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPAM >

(PP No.122/2015) g

@ - APBN/APBD
Dana Masyarakat R @ Pinjaman, hibah, subsidi,

penyertaan modal

BUMN/BUMD ~ |
Dapat melakukan kerjasama ® ® Sumber dana lain

sesuai dengan UU

dengan Badan Usaha Swasta*

*Ruang lingkup kerjasama:

« Pengembangan/pengelolaan unit
air baku/produksi

Unit distribusi untuk dikelola oleh
BUMN/BUMD

« Teknologi O&M

Bentuk kerjasama:
- B2B
« Skema KPBU

r----I _— e e o e o . 1
L N I I I ——




A

Latar Belakang dan Tujuan Proyek D

Bappenas

o Tujuan:

Memanfaatkan air Sumber Umbulan 4.000 It/dt untuk kebutuhan air minum masyarakat.
Membangun Proyek KPS-SPAM Umbulan dengan pola “Bangun Guna Serah” (BOT).
Terbangunnya Sistem Produksi dan Sistem Pipa Transmisi ke 5 wilayah Kabupaten/Kota
Terpenuhinya penyediaan air minum bagi PDAM di 5 Wilayah Kabupaten/Kota

o Manfaat:

®  Pemenuhan kebutuhan air minum bagi 1.300.000 jiwa (260 ribu sambungan rumah) pada tahun 2020.

®  Dukungan capaian target RPJMN terhadap pelayanan air minum pada tahun 2019 adalah 100%

Kewajiban Pemerintah Untuk Penyediaan air minum di 5 Ec;tgrazlI_S'[:J/rgtb;;rfllr(farlr;tt)ailzrilrgg;\lfztia(lt
Menyediakan Air Minum Bagi Kab/Kota belum mencukupi & Eir;um belum dimanfaatkan se)c/aray
Masyarakat. sumber air yg ada terbatas. CEiimE.

I 4 ‘l’ \ 2 I

Rencana Pemanfaatan Mata Air Umbulan




